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KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturana.

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, bahwa dalam hai
Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan
Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang
bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan:

. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingib.

belum dapat menyediakan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan, maka
kepada yang bersangkutan dipandang perlu diberikan tunjangan
perumahan:

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tunjangan
Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kuantan
Singingi sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku
sehingga perlu diganti:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamd.

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
Kabupaten Kuantan Singingi.

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan1
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten “Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902):

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):



. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan3.

Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4310):

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan4.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan5.

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah6.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir

dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua atas Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844):

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan7.

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) :

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan8.

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416), sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712):

—

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan9.

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737).

11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI.

Pasa!1RD
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi.
Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan telah
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan DPRD
dan Angggota DPRD untuk penyediaan perumahan beserta perlengkapannya.

3.

4.

Pasal 2

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang
dan dibayarkan setiap bulan.

(1

(2)

(3)

Pasal 3

Pemberian tunjangan perumahan ditetapkan berdasarkan kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan sesuai dengan keadaan keuangan daerah.
Besaran tunjangan perumahan diberikan untuk:

|

e Ketua DPRD sebesar Rp. 13.000.000,-/ bulan
e Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp. 12.500.000,-/ bulan
» Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 12.000.000,-/ bulan
Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenakan
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 4

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang belum disediakan perumahan dan fasilitas

kelengkapan lainnya.
Pasal 5

Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diformulasikan

kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD.

Pasal 6

Pemberian tunjangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2), dibayarkan setelah

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 7

Prosedur dan tata cara pertanggungjawaban keuangan mengacu kepada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Pasal 8Na
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2005

tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kuantan

Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005 Nomor 16), di cabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 Desember 2011

AN

BUPATI KUANTAN SINGINGI,&-,
Lahan

£
H.SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Drs. H. MUHARMAN, M.Pd

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011 NOMOR: 31


